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Pada hari ini, Rabu tanggal 12 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Fuluh
berterrtpat cli Tuir:rrgagung, ka*:i -vang bertanda tangan cii i:arvah inj :

SUIIIRITIAI{.,M"S*., daiam. irai ini h:ertind"ak untuk dan atas nama Bacian

Narkotika Nasiotrai Kabupaten Tulur:gagurlg, hei=kedudukan di Jalan Suliani

Agung III'Vo. 1A Kecamc*an Kedungwa.nt Kabupaten Tulurugc,gutlg. Selanjlrtnya

disebut PIHAK PERTAII{A.

FAYAI{U$I.'S.H.,H[.Hum.,1tI.SI[". selaku Ketua Baclan Perrgawas Penriiihan

Uraun: {EAWASLUi Kai;upater: ?ulurigagung l:erked udukan Ct Jai.an I {}usii
Ngurah. Ral No,65 Keeam.atan Tuhtngagung Kabupaten TttlungaEu;1g.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

t.
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3. Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersaryra-

sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK teriebih

clahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. bahu,a PIHAK 
"ER?Atl[A 

adalah Lemi:aga Pemerintah Noi: Kententerian
yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jaw,ab kepada
Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan meiaksanakan kei:ijakan
nasionai mengenai pencegahan dan pemberantasan pen},alahgunaan dan
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan merupakan instansi
vertikal Badan Narkotika Nasi<lnal:,ang melaksanakan tugas, fungsi. dan
i(veleienang Badan Narkotika Nasionai dalam u.ilayah Kahupaten
Tuiungagung Provinsi Jarnra Timur, berada di barl,ah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.

tr. bahrva FIIIAK KEDUA adalah lembaga penyelenggara peniilu -yang
mengawasi penyelenggaraan pemilu di Wila3,ah Kabupaten Tulungagung
,Iawa Timur

c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk rtrelakukan keqja sama tlaiam t'ra1 upaya
pencegahan dan pemberantasan penS,alahgunaan dan peredaran gelap
Narkatika dan Prekursor Narkotika.

Dengan merrrpe::hatikan ketentuan peraturan perundang-undangan se'!:agai
Lreriku t:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2AAg tentang Narkotika (Lembaran Negara
Republik in<lonesia Tahurr 2009 Nomor tr43, Tambahan Lembar:an l.iegara
Republik Indonesia Nomor 5A6?;

2. Peratura.tr Presiden Nomor 213 Tahun 2010 tentang Saclan Nar:kotika Nasional
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 20i0 Nomor 60i sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Ncmor 47 Tahun 2019 tentang
Ferubahan atas Feraturan Presiden Nor-n.or 23 Tahun 2010 tentang Bacian
NarL;ctika |fasicrral iler:rbaran Negara Repui:iik lndonesia Tahur: 20i9 i.iornor
128);

3. Instruksi Presider: Namcr 2 Tahun 2020 Tentang Reneana Aksi Nasional
Pencegahan cian Femi:e::antasan Penl,alahgunaan cian Peredaran Geiap
Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.

4. Feraturar: Daerah trrovinsi Jar+-a Tirrur Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Fasiiitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyaiahgunaan Narkoba;

5. Pe::at;;ran Kepaia Hadan Narkctika Nasi*nal }Jamar 3 Tahun 2015
selragaimatra telah diubah dengan Peraturarr. Badan Narkatika Nasional
Nomor 23 Tahun 2A17 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala
Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Ke a Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional
Kabupaten/i{ota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 }.lomor
19ai);



5. Peraturan Badan Pengau.as Pernilihan Umum Nomor I Tahun 2019 tentang
Perubatran Kedua atas Pe:'aiuran Badan Pengawas Femilihan U::ruix
Repubiik Incionesia Nomor 19 Tahun 20i7 tentang Pembentukan
Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan
Umurr: Provinsi. Eadan Fengarvas Pemiiihan Umum KaLrupaten/ iicta, Panitia
Danra...'oo D-milil-,-* lTm,rry. L'anaffi,rta'r Dor-ifi.- Dor.-arr/'ro Da*rrililron IIr',rrImI Llr64\r49 i Lrrftlllrqtt vtlluill rtLUGrrlqLurr, r qrlrLru r !r(l"!qvrqs r Lflrrarllqrr vrrlurrr

Kelurahan/ Desa, Fanitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Pengarvas
Femilihan Umnn: Tempat Suara {I3*rita Nrgara Rcpubiik lirrlonesi:r Tahun 2e} ttl
Ncrnor4?'J);

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kerja Sama cii Lingkungan Baiian Narkotika Nasional iBerita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904); dan

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang
Perubahan ke Lima atas Peraturan Badan Narl<otika Nasionai Nomor 3 Tahun
2015 tentang Organisasi Tata Ker.ja BNNP dan BNNK/Kota.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2Al9 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Al9 Nomor 288)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat,
dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA
PITIAK sepal<at rnengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama de^lam
rangka upalra pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan clan peredaran
geiap Narkotiha dan PreklrrsGr Narkotika, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

PENGERTIAI{

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

a. Narkotika adalah zat atau obat 3,'ang berasal dari tanaman atau bukan
tanarnan, baik sintetis maupun semisintetis, -\.,ang dapat rnen-r.ebabrkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang
dihedakan ke daiam goiangan-golongan sebagaimana terlampir dalam
Undang-Unclang Nomor 35 Tahun 2AAq tentang Narkotika.

b. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang
dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan clalam tabel
sehagaimana teriarnpir cialam Undang-Undang Nomor35 Tahun 2009 tentang
Nark*t.ika"

7.

8.

9.



d.

e.

hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Frekursor
Narkotika.

Penyaiah Guna adaiah orang yang menggunal<an Narkotika tanpa hak atau
melawan hukum.

Tes/Uji Narkoba adalah upaya membuktikan ada tidaknya Narkoba di dalam
tubuh satu orang atau beberapa orang, melairii tes urine, tes darah, tes
rambut, dan tes Lragian tubuh lainnya dilakukan sesuai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk identitikasi korban,
pecandu, dan tersangka. Tes/uji Narkoba .vang dila--ksanakan oleh PIHAK
PARTAMA adaiah melalui urine.

Satgas Anti Narkoba adalah masvarakat baik kelompok maupun perorangan
yang bersedia riengan suka rela untuk membuat suatu perubahan cli
lingkungann\ra -vang bebas dari pen-valahgunaan dan peredaran gelap
Narkoba.

BAB II

MAKSUE DAN ?UJUAN

Pasal 2

i\{aksud Perjanjian Kerja Sama ini adaiah sebagai pedoman kerja hragi PARA
PITiAK daiam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan
penl,alahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan PrekLlrsor Narkotika.
Tu3uan Ferjary'ian Kerla Sarrra ini adalah r-rntuk tertaksananya kerja sama
yang menunjang tugas pokok dan iungsi PARA PIHAK serta
rnengcptimalkan potensi PARA PIHAK den.gan tetap Lrerpedoman kepada
peratu::aR perundang-un dangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini rneliputi:

i. Satgas Anti Narkol:a;

2. penyebariuasan iniormasi tentang pencegahan dan pemberaniasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

3. pelaksanaan tes/uji Narkoba: rlan

i1l

i2)

f.



4. pembuatan kebijakan tentang pencegahan dan pemi:erantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di
iingkungan PI1IAK KEDUA.

EAB IV
E A'ilfl A A A frt'Fi R' A EIEIF.E! 

^.
g5lr\rihJ r.ltr r.l ttfll\tl.vrrn

Pasal 4

1) PARA PIEIAK saling bekerja sar{a dalam pembentukan Satgas Anti Narkcba.

2| Kerja sarrla sebagaimana clirnal<sr-rd pada a3-at (1) berr-:pa penyiapan rnp,terj,
pemberian pelatihan dan narasumber dalam pembentukan Satgas Anti
Narkoh'a.

?l l\/[pn-rimarn.i]el .y,ui,-v,.,',s,kau ptogram )'aflg dimiliki oleh PARA PIHAK Cengan mendorong
terbentukn3ra SatgasAnti Narkoba.

4i PIHAK PERTA*fiA mempunvai ker,vajiban:

a. membuat himbauan kepada seluruh Barvaslu Kabupatenl Kota untuk
membentuk Satgas Anti Narkoha; dan

b. berpartisipasi akt"if dalam kegiatan pencegahan penyalahgunaarl
Narkotika dan Prekursor Narkotika 1,ang dilaksanakan oleh PIHAK
I(EIIUA secara terkcordinir dan terarah"

5) PIHAI{ KEPUA mempurlj,.3i iis1..'qjil--an:

a. mengajukan permohonan fasilitasi kepada PIHAK PERTAMA dalam
rangka pembentukan Satgas Anti Narkoba;

b. memLrerikan materi pencegahan tentang bahaya penlralahgunaan <ian
peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Si PIHAK PERTAnfiA rnempunr,'ai i:ak menelapat"kan laparan kegiatan
pembentukan Satgas Anti Narkoba yang telah dilaksanakan oleh PIHAK
KEDUA; dan

7j PIHAK KEDUA lrlempltn?vai hak memperoleh ser"tifikat Satgas Anti Narkotra
yang telah dilengkapi dengan nomor register yang terdaftar secara resmi yang
r{il-plrta'l'-n oleh PIHAK PERTAMA setelah melalui asistensi penguatan
sesuai standar kompetensi Satgas Anti Narkoba.

BAB V

PEI{YEBARLUASAI{ I $FORMASI

Pasal 5

(1) Sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika
dilaksanakan kepada a$ggota PIIIAK KEDUA.



( r)\ Felaksanaan sosialisasi bahaya pen;zalakrgunaan Narkotika dan Prekursor
Narkotika, dapat berupa:

penrlrulLrS*rrt

seminar

_fricrrs g raup disrussion;

talkshow;

Ciskusi interaktif:

kamPan3.e anti Narkoba; atau

g. forum-fbrum lain yang dilaksanakan atas inisiatif PIHAK KEDUA.

Penayangan pesan iayanan masyarakat daiam bentuk audio visuai, gambar
danf atau animasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA pada setiap iavar LED
_yang trerada di lingkungan PIHAK KEDUA.

PIHAK I(EDUA mempunyai ker,vajiban:

a. mengalukan permohonar: kepada FIHAK PERTAMA untuk
peiak-sanaaR sr:sialisasj ;

b. bersama-sama PIHAK PERTAII{A memfasilitasi sarana dan orasarana
clalam rangka pelaksanaan sosialisasi;

c. memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada
PIHAK PER?AMA;

d. menayangkan materi pesan layanan mas-varakat dalarn bentuk audio
visual, gambar dan/atau animasi pada setiap layar LED fiika ada)
yang berada di lingkungan PIHAK PERTAMA dengan terap
menyesuikan kondisi anggaran; dan

e. menayangkan tagline atau pesan daiam bentuk teks melalui layar
be4'alan/ ntnning text {1ika ada) yang berada di lingkungan PIHAK
KEDUA dengan tetap menyesuikan kondisi anggaran.

PIHAI( PERTAMA mempllnyai keu,ajil-ran :

a. men.vampaikan dan memberikan materi tentang bahal,a
Fenyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

b. memberikan materi pesan layanan masyarakat dalam bentuk audio
visual, desain gambar dan/aiau animasi kepada PIHAK KEDUA; dan

c. memberikan tagline atau pesan dalam bentuk teks untuk disisipkan
pada layar berjalan {ntnning tert) yang dimiliki PIHAK KEDUA.

aL-
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{6i PIIIAK KEDUA mempunyai hak:

a. mendapatkan hak ma-teri pe$an layanan ma,syar-akat dalam bentr-rk
audio visual, gambar danlatau animasi ,)'ang dimiliki PIHAK
FERTAMA; dan

b, mendap-:atkan trtgti*e atau pesan dala.m berrtuk tek* yang dimiliki
PIHAI( PERTAMA.

c. Mendapat akses sehuLrungan persyaratan pencalonan pada Pemilu
maupun Pilkada di PIHAK PERTAMA.

(7) PIHAN PERTAMA mempunyai hak:

a. rnenJiampaikan maLeri }:aha-va pen-vaiahgunaan Narkctika dan
Pr'ekursor Narkotika daiam bertrasai bentuk. eara clan media
komunikasi;

b. ntendapatkan tempat penayangan materi pesan iayanan masvarakat
paria media ia3,-ar LED yang berada di lingkungan PIHAK KPDUA
rlengan tetap menyesuikan kondisi anggaran; dan

c. mendapatkan fasilitasi pada lavar berjalan (ntnnirzg fexf) -yang elimiliki
PIIIAK KEDTJA ijika adai untuk disisipkan tagiine atali pesan cialarn
bentuk teks milik PIHAK KEDUA.

BAB VI

PELAKSAI{SAN TES /UJr NARKQBA

Pasal 6

(1) PARA PIHAK saling bekerja sama berkenaan dengan pelaksanaan tes/uji
Narkoba.

\2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pacia ayat (1). berupa:

a. PIHAI( PERTAMA menyiapkan tenaga meriis untuk peiaksanaan tesluji
Narkoba .vang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK
PERTAMA mengeluarkan Surat Keterangan Hasil Tes I Uji Narkoba.

(3i Pemeriksaan tesluji Narkoba dilaksanakan terhadap anggota PIHAK
KEDUA.



11t
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BAB VTI

PETAKSANAAII

Pasal 7

Apabila diperlukan, ketentuan-ketentuan ]'ang bersifat teknis dan
operasional dari pelaksanaan Peq'anjian Kerja Sama ini akan disusun dalam
Standar Operasionai dan Prosedur serta rencana impiementasinya.

Setiap Standar Operasional dan Prosedur serta rencana implementasinia
sebagaimana dimaksud pada a5zat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak
d.apat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VIII

JATIGKA WAKTU

Fasal 8

Perjarrjian Kerja Sarna ini trerlaku hirrgga jangka wakiu 3 itiga) tal:un
terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan
berciasarkan kesepakatan PARA PIHAK ciengan terlebih dahulu dilakukan
koorclinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa beriaku
Perjanjian Kerja Sama ini.

Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Ke{a
Sama lni, sel:elum jangka, u.aktu sebagaimana dirnaksud pada a;zat {1)
berakhir, maka pihak tersebut u,ajib memberitahukan secara tertulis kepada
pihak lainnya paling iarnl:ai 3 (tiga) bulan sebelurn diakllirinya Ferjanjian
Kerja Sama ini.

Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir
sejak adanya persetujuan PARA PIHAK.

Apabila Perjanjian Ke{a Sama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri
sebelum jangka waktun3,a habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak memengaruhi
tugas dan tanggung jar,r,ab PARA PIHAK .vang harus diselesaikan terlebih
dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebeium berakhirnS,'a Ferjanjian Kerja
6^-^- - i-^i

')alrra tttl.
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BAB IX

rOECE MA*TE{TP.&

P=saf (l

Keadaan Force Maj*ure adalah segala keadaan ata.u peristir,.,a yang teq;adi di
luar kekuasaan PARA PIHAK yang menghalangi secara langsung atau tidak
iangsung untuk teriaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

$etiap kejadian yarrg bersifat Foree h{ajelire harus diberitahukan kepada
PIHAK lainnya paling lamtrat ? 1 {elua puluh satu} hari kalender seja}t
teqadin3ra Force Majeure dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan
keterangan resmi dari Pejahat Pemeri.ntah setempat -van-g i:erw-enang.

Tidak aclanva pemberitahuan hingga lervatnya rvaktu sebagaimana
dimaksud pada ayat {2), mengakibatkan PIHAK lain yang tidak mengalami
F*rc* Maj*ure ber-hak untilk tidak mengakui adanya peristiwa Farce Maj*ure
tersebr:t.

Biaya-biaya yang timbutr dan diderita oleh PIHAK yang mengalami Force
h{a3 eitre hr:}<an n':erupakan tail ggu ng j a-,vab PIHAK lainnya.

PIHAK ,\'aflg mengalalni !'arce il4ajeure harus rnelaksanakar: kembali
kewajibannya sesuai dengan dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat
7 (tr-r,juhi hari kaiencler setelah Foree ilflct-irttrx tersebut brerakhir.

li;r+rl+arr Fntno l,!,-i,*ttrD \;Dt1ti niei':r-+l^ial-:L-an L'ptptlamhirt+r't nelr:l^..rqmr:arr

Peq'anjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak
merupakan aiasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja
Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan
Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan Force Majeure berakhir.

BAB X

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 1O

Segala sesuatu yang mengakibatkan Perselisihan / Sengketa antara PARA PIHAK
akan diselesaikprr denonn ialan mllsyawarah/ mufakat.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timhul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini
dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan ke
peraturan perundang-undangan.

(4)

/q,I
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BAB XII

PEM.&ISTAUAH DA$ EVALI'AST

Pesal 12

BARA PIHAK melaksanal:an pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan
Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalarn 1 {satu)
tahun"

(1)

BAB XIII

KORESPONDENSI

Pasal 13

PAR,{ PIHAI( adalah pejabat penanggung jalab yang akan melaksanakan
Perjanjian Kerja Sama ini, dengan korespondensi masing-masing sehragai
berikut:

Badan N arkotika N asional Kabupaten Tuiungagung

Kepala Bagian Unrurn

-Ialan Sr-rltan Agung III No. 1.A Kecamatan Kedungrvaru Kahupaten
Tulungagung

Telepon : (0355) 336868

Email : bnnkab_tuiungagung@bnn.go.id

b. Bacian Pengar,l,as Pemiiihan Umum

Bagian Um um

Jalan I Gusti Ngtrrah Rai No. 65 Kec. Tulungagung Kab. Tulungagung
Telepon : (0355i 5235154

Email : bann,aslutuiungagung@gmail.com

PARA PIHAK setiap waktu dapat rrengubah alamat koresponder:si
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dengan u,.aiib memberitahukan
perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tr-rjuh) hari kalender
sebelr:rm terjaciinl,a perubahan alamat korespondensi tersebut.
Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum
diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap
menggunakan atramat korespondensi sebagaimana CirlaksuC pada ayat (1).

\zl

{3)



I.l)

(2)

(1)

{2}

BAB XIV

KETENTLTAN LAIN-L,AIN

Fasal 14

Hal-hal),'ang belum diatur dalam Ferjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan
ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara
tertulis dalam kesepakatan tambahan {acidendum) yang merupakan satu
kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peqanjian Keq'a Sama
ini.

ApaLrila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan
Pe{anjian Kerja Sama ini. akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara
mu$.tiawarah untuk mufakat,

BAB XV

PENUTUP

Pasal 15

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal,
bulan, tahun dan tempat sebagaimana diselrr,rtkan pada awal Perjanjian
Kerja sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai
cukup cian mempunyai kekuatan hukum ],ang sama seteiah ditandatangani
PARA PIHAK.

Demikian Perjanjiarr Kerja Sama ini dih:r-rat dengan $emangat kerja sama
yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

I\ETUA BAWASLU ItqB. TULUNaiAGUNG

hrtt t Yt hfifih r tf, lrtn,lra, rlcJs(IrtlYlft,

rtrPAI A PhI N.I L'ARI ]DA'TTiNI'II II I II\I/-:Arll INIA


